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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
ten tang Pembentu ka n Daerah-daera h 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

a. bahwa guna membiayai pemilihan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2008 yang dananya tidak 
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, 
maka Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu 
membentuk dana cadangan ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2008; 

Mengingat 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BANYUMAS, 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA 
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS TAHUN 2008 

TENTANG 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 10 TAHUN 2006 
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1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor3851 ); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4355); 

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4389); 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
440); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 



3 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4027); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, 
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4480) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4494); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tetang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 
11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 23 Seri E ), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denqan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Banyumas; 
4. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten berdasar Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Banyumas; 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH, TENTANG 
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 
PEMILIHAN. KEPALA DAERAH DAN WAKIL 
KEPALA DAERAH KABUPATEAN BANYUMAS 
TAHUN2008. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Oengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 
dan 

BUPATI BANYUMAS 

Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 41 Seri E); 
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Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai 
penyelenggaraan pemilihan Tahun 2008. 

Pasal3 

BAB Ill 
TUJUAN 

Prinsip Dana Cadangan : 
a. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau 

kegiatan selain untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan 
Tahun2008; 

b. digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang 
ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang 
disisihkan tercapai. 

Pasal2 

BAB II 
PRINSIP DANA CADANGAN 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyumas yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu 
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Derah TentangAPBD; 

6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup 
besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 
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(1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam 
rekening Kas Umum Daerah. ·1 

(2) Bentuk Dana Cadangan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) J 
berupa deposito pada Bank Pemerintah. 

(3) Sunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
pengelolaannya dilakukan sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal6 

BABV 
BENTUKDANACADANGAN 

Dana Cadangan bersumberdari penyisihan atas penerimaanAPBD, 
kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan 
lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. 

Pasal5 

) 
l 
) 

Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan setiap tahun 
ditetapkan melaluiAPBD secara bertahap sebagai berikut: 
a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 
b. APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah). 

Pasal4 

BABIV 
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN 



7 

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana 
cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan 
APBD. 

Pasal9 

BAB VIII 
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ·1 

J 

(1) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan 
penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007 danTahun Anggaran 
2008 sesuai kebutuhan. 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah 
bukukan ke rekening Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2007 
dan Tahun Anggaran 2008 dan dialokasikan untuk 
penyelenggaraan pemilihan. 

Pasal8 

BAB VII 
TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN 

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan 
untuk: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja operasi; 
c. belanja modal ; 

l 
j 

Pasal7 

BABVI 
PENGELUARAN 
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Ditetapkan di Purwokerto 
pad a tanggal 31 Agustus 2006 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyumas. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal12 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diaturdengan Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal10 

BUPATI BANYUMAS 
ttd. 

ARIS SETIONO 
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LEM BARAN DAE RAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERI A 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
Yang Menjalankan Tugas 

ttd. 
HM. SANTOSO, SH. M.Hum 

NIP: 010 183 839 
Asisten Administrasi 

Diundangkan di Purwokerto 
pada tanggal 31 Agustus 2006 
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I. UMUM 
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan 
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah, lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 
Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah can Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung 
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara 
PenyusunanAPBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan APBD, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman APBD Tahun Anggaran 
2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2005, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana 
cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NO MOR 10 TA HUN 2006 

TENTANG 
DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
TAHUN 2008 
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Pasal8 
CukupJelas 

CukupJelas 
Pasal2 

CukupJelas 
Pasal 3 

CukupJelas 
Pasal4 

CukupJelas 
Pasal5 

CukupJelas 
Pasal6 

CukupJelas 
Pasal7 

Huruf a 
CukupJelas 

Hurufb 
CukupJelas 

Hurufc 
CukupJelas 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Untuk membiayai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 yang 
dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, 
maka Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu membentuk dana 
cadangan. 

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana 
Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2008. 
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CukupJelas 
Pasal 12 

CukupJelas 

CukupJelas 
Pasal 11 

Pasal9 
CukupJelas 

Pasal 10 
l 


